BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  15  TAHUN 2006

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PENGAWASAN KUALITAS AIR, IJIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS, PERIJINAN BAGI TENAGA KEPERAWATAN DAN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN PASCA GEMPA BUMI
BUPATI BANTUL

Menimbang  
: a.  
bahwa bencana alam gempa bumi yang terjadi di kabupaten Bantul tanggal 27 Mei 2006 telah menimbulkan berbagai kerugian bagi warga masyarakat baik materi maupun non materi;



b.
bahwa untuk meringankan beban warga masyarakat dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang menurun akibat bencana alam serta untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk dalam pembiayaan kesehatan, perlu adanya kebijakan pembebasan retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pengawasan Kualitas Air, Ijin Praktik Bagi Tenaga Keperawatan dan Sarana Kesehatan Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;


2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;


3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;


4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang ;



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15;



6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi  Daerah.


7.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;



8.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 332/Menkes/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Miskin Tahun 2006;


9.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;


10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat;


11.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin Praktek Tenaga Medis di Kabupaten Bantul;


12.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Bagi Tenaga Keperawatan di KAbupaten BAntul; 


13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten BAntul; 


14.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengawasan Kualitas Air;
Memperhatikan : Surat Bupati BAntul Nomor 361/2554 tanggal 29 Mei 2006 perihal PernyataanBencana Alam Gempa Bumi;

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan 
: 
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBEBASAN RETIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PENGAWASAN KUALITAS AIR, IJIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS, PERIJINAN BAGI TENAGA KEPERAWATAN DAN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN PASCA GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bantul;

3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten BAntul;

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskemas adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembant, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan;
5. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan atau rawat inap yang dilaksanakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat Perawatan;
6. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan dan pengobatan dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya;

7. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum;

8. Pengelola Air adalah pemilik usaha yang berupa badan/organisasi/perusahaan/perorangan yang memproduksi dan atau menyalurkan air atau bergerak di bidang usaha yang menggunakan air sebagai salah satu sarananya;

9. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;

10. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negri yang di akui oleh Pemerintah;

11. Retribusi Ijin Praktik adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Surat Ijin Praktek bagi Tenaga Medis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Tenaga Keperawatan adalah bidan, perawat, dan perawat gigi;

13. Retribusi Perijinan bagi Tenaga Keperawatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemberian perijinan bagi tenaga keperawatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

14. Retribusi Ijin Penyelenggara Saran kesehatan  adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pelayanan pemberian ijin penyelenggara sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

15. Korban Gempa adalah masyarakat yang menderita sakit atau menjadi tidak mampu akibat gempa bumi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB II

TARIF RETRIBUSI PASCA GEMPA BUMI

Pasal 2
(1) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang meliputi rawat jalan, tindakan medis, rawat inap dan pelayanan lain yang diberikan Puskesmas.
(2) Pembebasan retibusi bagi pemohon yang menjadi korban gempa bumi meliputi retribusi Pengawasan Kualitas Air, Ijin Praktek bagi Tenaga Medis, Perijinan bagi Tenaga Keperawatan dan Penyelenggara Sarana Kesehatan
BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1) Biaya operasional Puskesmas yang selama ini dibebankan pada Pendapan Puskesmas melalui retribusi, disediakan oleh Pemerintah melalui alokasi dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin ( JPKMM), BAdan Pengelola JAminan Kesehatan Sosial ( BApel Jamkesos ) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2) Biaya untuk pelayanan kegiatan Puskesmas selain pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Dokumen anggarab Satuan Kerja ( DASK) Dinas Kesehatan Tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
(3) Biaya operasional untuk Pengawasan Kualitas Air, Ijin Praktek Bagi Tenaga Medis, Perijinan Bagi Tenaga Keperawatan dan penyelenggara Sarana Kesehatan Puskesmas disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4
Pasien Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dari luar wilayah KAbupaten Bantul yang bukan korban gempa bumi dan tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan seperti AKES, ASKESKIN, JAMKESOS dan jaminan kesehatan lainnya, tetap diberlakukan tariff sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 Mei 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor      16 Tahun 2006

Tanggal 20 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  Drs. GENDUT SUDARTO KD, B.Sc., MMA

         ( Pembina Utama Muda, IV/c )

                  NIP. 490017858

